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UU Cipta Kerja Pemerintah menetapkan PP Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Tujuan:
Memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk
memperoleh persetujuan lingkungan

&—Qﬁu F’H Pelibatan Penyusunan AMDAL

Tanggung Jawab Limbah B3
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Persetujuan Lingkungan /
PP 22 tahun 2021 tentang merupakan perubahan 7
Penyelenggaraan PPLH (P3LH), nama yang sqbelumnya
terkait Persetujuan Lingkungan. disebut ljin Lingkungan

normaumum

Pengusaha akan mengajukan Perijinan Berusaha, salah satunya
harus memperoleh Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Berusaha
dalam PP 5 Tahun 2021 UUCK, sudah dipermudah, dimana
Pengusaha melalui OSS akan menetapkan kriteria KBLI
berdasarkan pilihan yang sudah tersedia.




PP NOMOR 22 TAHUN 2021 SEBAGAI NORMA BARU

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LINGKUNGAN

KONSEP PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN MUTU LINGKUNGAN

‘. ‘ e PP 22 Tahun 2021 memperkenalkan 3 (tiga)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Lingkungan yang terdiri dari Mutu

Udara, Mutu Air, dan Laut yang terintegrasi
dengan RPPLH.
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e Rencana ini menjadi pedoman

perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sekaligus acuan dari RPIMD.

Analisis Target RPIMD 2021 - 2026

Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian
Lingkungan Hidup Strategi




Isu Strategis

Aktivitas masyarakat dan industri masih belum
merepresentasikan sikap ramah lingkungan

Problem Pembangunan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik

e Perencanaan perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten belum
optimal

e TPA pada tingkat Kabupaten sudah over capacity
dan statusnya meminjam dari semen Indonesia.

* Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau
program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah
belum optimal.




Problem Pengendalian
Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Gresik masih memiliki masalah

terkait dengan:
—® '

e Pengelolaan sampah;

¢ Penanganan dan penanggulangan polusi lingkungan yang
bersumber dari asap produksi dan limbah B3 industri;

e Minimnya pengawasan izin AMDAL Industri;

e Penyelesaian kekeringan di sekitar bantaran sungai
Bengawan Solo;

e Kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau dan Taman.
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Rekomendasi DPRD Cresik 2023

Pembangunan dan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)
di Kabupaten Gresik dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
sampah di seluruh wilayah di Kabupaten Gresik

Bekerjasama dengan LSM dan masyarakat dalam upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah

Meningkatkan pembangunan dan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di Kabupaten Gresik sebagai upaya mencegah pencemaran udara dan
sebagai pusat kegiatan publik

Menerapkan green constitution secara menyeluruh, terutama untuk
melindungi kawasan pertanian dan perikanan

Menerapkan green budgeting dalam setiap penyusunan anggaran yakni
memprioritaskan unsur kelestarian lingkungan dalam penyusunan,
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kerja pembangunan

Mengembangkan konsep ekofeminisme dengan cara meningkatkan
pelibatan perempuan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam

Meningkatkan anggaran untuk pengawasan dan penanganan limbah
industri

Revitalisasi hutan mangrove (terutama) di lingkungan industri dalam upaya
menurunkan tingkat pencemaran lingkungan
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